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PEMERINTAH KABUPATEN HARAP PERTANGGUNGJAWABAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2023 LAMPUNG 

SELATAN DISETUJUI DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

 

Sumber gambar: https://lampung.tribunnews.com/ 

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 

mencapai Rp 2,24 triliun atau terealisasi sebesar 97,98 persen. 

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Lampung Selatan Thamrin saat 

menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, 

Jumat (7/6/2024) di ruang sidang gedung DPRD Lampung Selatan. 

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono 

didampingi Wakil Ketua II Agus Sutanto, dan Wakil Ketua III Amelia Nanda Sari. 

Sekretaris Daerah Lampung Selatan Thamrin mengungkapkan, dalam kerangka 

perhitungan APBD 2023, penerimaan pembiayaan netto daerah terealisasi sebesar Rp 

17,87 miliar. 

"Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 

Daerah menjadi sebesar Rp 2.258.671.128.488," ujarnya 

Sedangkan untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp 2.158.310.960.262,99 atau 

terealisasi 93,80 persen. 

Ia juga menyampaikan, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Lampung 

Selatan tahun anggaran 2023 telah selesai di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung. 

https://lampung.tribunnews.com/tag/lampung-selatan
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"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut," 

ujarnya. 

"Hal ini merupakan hasil kerja keras dan dukungan semua pihak baik eksekutif 

dan legislatif dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di 

Kabupaten Lampung Selatan," sambungnya. 

Ia berharap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung 

Selatan TA 2023 beserta lampirannya dapat dibahas dan disetujui oleh DPRD setempat. 

"Semoga apa yang kita upayakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten yang kita cintai ini," 

tukasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. https://lampung.tribunnews.com/2024/06/08/pemkab-harap-pertanggungjawaban-

apbd-2023-lampung-selatan-disetujui-dprd, 8 Juni 2024;  

2. https://bintangpewarta.co.id/dprd-lampung-selatan-gelar-rapat-paripurnarealisasi-

pendapatan-daerah-tahun-2023-senilai-rp-2-240-799-064-92250/, 9 Juni 2024; dan 

3. https://tintainformasi.com/2024/06/09/rapat-paripurna-dprd-lamsel-sampaikan-

ranperda-tentang-tanggung-jawab-pelaksanaan-apbd-lamsel-tahun-anggaran-2023/, 

9 Juni 2024. 

 

Catatan: 

Dalam kaitannya dengan Pemeriksaan BPK, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 23 ayat (5) 

mengamanatkan kewajiban untuk pembentukan BPK sebagai lembaga negara yang bertugas 

untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.  

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara. 

a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas 

pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. 

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara.  

 

 

https://tintainformasi.com/2024/06/09/rapat-paripurna-dprd-lamsel-sampaikan-ranperda-tentang-tanggung-jawab-pelaksanaan-apbd-lamsel-tahun-anggaran-2023/
https://tintainformasi.com/2024/06/09/rapat-paripurna-dprd-lamsel-sampaikan-ranperda-tentang-tanggung-jawab-pelaksanaan-apbd-lamsel-tahun-anggaran-2023/
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b. Pasal 4  

1) Ayat (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 

pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu. 

2) Ayat (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 

3) Ayat (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan 

negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta 

pemeriksaan aspek efektivitas. 

4) Ayat (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak 

termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).  

c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah memuat opini.  

d. Pasal 17 

1) Ayat (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah 

disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah 

menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. 

2) Ayat (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya.  

e. Penjelasan Umum Huruf B Lingkup Pemeriksaan BPK menyatakan bahwa:  

1) Pemeriksaan keuangan yang merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh 

BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.  

2) Pemeriksaan kinerja yang merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan 

efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Tujuan pemeriksaan ini adalah 

untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga 

perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar 

kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara 

ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.  

3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan 

dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. 

Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal 

lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  

a. Pasal 1 

1) Angka 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

2) Angka 5 Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah 

3) Angka 6 Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
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4) Angka 7 Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

5) Angka 13 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

6) Angka 14 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

b. Pasal 190 

1) Ayat (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 

189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai 

entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka 

memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

2) Ayat (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit meliputi: 

a) laporan realisasi anggaran; 

b) laporan pembahan saldo anggaran lebih; 

c) neraca; 

d) laporan operasional; 

e) laporan arus kas; 

f) laporan perubahan ekuitas; dan 

g) catatan atas laporan keuangan. 

3) Ayat (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada Kepa1a Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Pasal 191 

1) Ayat (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

2) Ayat (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir. 

3) Ayat (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) 

bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 

4) Ayat (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan 

hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan 

dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. 
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d. Pasal 192 menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan 

penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 

laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3). 

e. Pasal 194 

1) Ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar 

laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. 

2) Ayat (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk 

mendapat persetujuan bersama. 

3) Ayat (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

4) Ayat (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

f. Pasal 196 

1) Ayat (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada 

kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 

(tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/ kota 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum 

ditetapkan oleh bupati/wali kota. 

2) Ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap 

rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

dan rancangan Perkada kabupatenlkota tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji 

kesesuaian dengan Perda kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota 

tentang perubahan APBD, Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

3) Ayat (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakit Pemerintah Pusat 

kepada bupati/wa-li kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten I kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

4) Ayat (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda 

kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota 

tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan 

hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota menetapkan 

rancangan Perda kabupaten/kota menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan 

Perkada kabupaten / kota menjadi Perkada kabupaten/ kota. 

5) Ayat (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda kabupaten / kota tentang pertanggungiawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda 

kabupaten/kota tentang APBD, Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, 

Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Perkada kabupaten/kota 

tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan 

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/ wali kota bersama 

DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil 

evaluasi diterima. 

6) Ayat (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan 

rancangan Perda kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

menjadi Perda kabupaten/kota dan rancangan Perkada kabupatenlkota tentang 

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada 

kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri 

mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana 

Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. Pasal 197 

1) Ayat (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak 

mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan 

menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

2) Ayat (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota. 

3) Ayat (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 

lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak 

mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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4) Ayat (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri atau gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menetapkan rancangan 

Perkada tersebut menjadi Perkada. 


